
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR 48 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR AKUN MITRA INSTANSI 

PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

 
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah pada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan 

melalui aplikasi Mitra Instansi Pemerintah Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

perlu menunjuk administrator dan operator akun mitra 

instansi pemerintah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 

tentang Penunjukan Administrator dan Operator Akun 

Mitra Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 



  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima  

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN 

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR AKUN MITRA INSTANSI 

PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE KEPULAUAN. 



KESATU : Administrator dan Operator akun Mitra Instansi Pemerintah 

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan 

yaitu: 

  Nama   : Kusnadi 

  NIP   : 198004272000121002 

  Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d 

                          Jabatan   : Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan  

Logistik 

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

bertugas: 

a. membuat akun operator yang dapat melakukan 

pendaftaran sertipikasi barang milik negara secara 

elektronik; 

b. melakukan kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi 

Pemerintah (INTIP) partisipatif berkaitan dengan 

penuntasan program percepatan pensertipikatan barang 

milik negara berupa tanah; 

c. menerima layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. 

KETIGA : Adminstrator dan operator akun Mitra Instansi Pemerintah 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Konawe Kepulauan selaku Kuasa Pengguna 

Barang. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Langara 
pada tanggal 5 Agustus 2025       

       Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
    Kabupaten Konawe Kepulauan, 

 
          ttd 
 

                            Wasil 
 

 



Salinan sesuai aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum, 
 
 
 

Yulita Sari Handayani 

 


